5.1.

BABYV
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat

ditarik simpulan sebagai berikut:

a.

Mekanisme penarikan dan pembagian royalti hak cipta lagu dan/atau musik
bagi musisi independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memperlihatkan lanskap yang kompleks.
Tiga dari empat musisi independen proaktif mendaftar ke Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan penerimaan royalti, selaras
dengan Pasal 87 ayat (1) UUHC. Meskipun hak moral dan hak ekonomi
dibedakan, dengan LMK memainkan peran penting dalam memfasilitasi hak
ekonomi, tantangan muncul dalam transparansi dan pemrosesan data.
Ketidakpuasan yang meluas di kalangan musisi independen menyoroti
perlunya peningkatan kesadaran dan transparansi dalam kerangka hukum.
LMK juga memiliki wewenang untuk mendistribusikan royalti sesuai dengan
Pasal 88 ayat (2) huruf e UUHC. Meskipun pada Pasal 89 ayat (3) UUHC
LMK mengkoordinasikan pembagian royalti secara adil, praktik LMK masih
kurang, dan terdapat kesenjangan dalam persyaratan hukum untuk kesetaraan
pemahaman dalam pengolahan data. Intinya, mengatasi tantangan-tantangan
ini sangat penting untuk meningkatkan penarikan dan distribusi royalti bagi
musisi independen berdasarkan UUHC.

Musisi independen di DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam menerima
royalti hak cipta karena preferensi genre, terbatasnya kekuatan pemasaran,
dan masalah transparansi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Dominasi musik pop menghambat penggunaan komersial dari beragam
genre. Prinsip ekonomi yang mengatur musisi independen bersifat subjektif,
sehingga berdampak pada distribusi dan pengumpulan royalti. Permasalahan
transparansi dari LMK sebagai lembaga penyalur royalti, turut menimbulkan

ketidakpuasan di kalangan musisi. Otonomi kerangka hukum bagi LMK
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5.2.

menimbulkan disparitas antara kewenangan dan kewajibannya sehingga

memicu kesalahan persepsi di kalangan musisi independen. Komunikasi yang

jelas dan transparansi masih sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini

dan meningkatkan kelancaran distribusi royalti bagi musisi independen.

Saran

Musisi independen merasa data dan informasi terkait dengan karya ciptanya tidak

transparan. Hal tersebut akan memicu konflik ketika salah satu dari pihak (LMK

atau musisi independen) memiliki suatu asumsi buruk karena suatu keadaan yang

merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan data informasi tersebut harus diperbaiki

oleh LMK. Akan tetapi, di satu sisi musisi independen pun belum sadar akan

peraturan yang sudah mengatur sistematika pendistribusian royalti oleh LMK yang

akan

memunculkannya asumsi buruk. Hal-hal tersebut bisa diatasi dan bisa

dilakukan dengan beberapa cara:

1.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap
nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Maka
dalam diri seorang tersebut perlunya seseorang memiliki kesadaran hukum
yang tinggi, sadar dan mentaati keberadaan peraturan yang ada sehingga
masyarakat sadar bahwa ada peraturan yang mengatur serta dapat
membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak berdasarkan
hukum tersebut.

Terdapat pula faktor yang mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat
yang datang dari luar diri manusia itu sendiri salah satunya upaya-upaya
yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait dalam rangka
menciptakan kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Tindakan
tersebut dapat dilakukan pemerintah seperti penyuluhan perihal edukasi
tentang hak cipta serta royalti kepada masyarakat Indonesia, khususnya di
DKI Jakarta. Antusias masyarakat Indonesia terhadap musik itu sangat
tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga untuk
menyalurkan hobinya dalam karya musik. Hal tersebut dapat dieksekusi
sebagai talk show, acara podcast, atau bahkan mengadakan konferensi yang

sifatnya terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk calon musisi yang
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ingin memilih karir di jalur independen tidak kaget ketika terjun dalam
industri musik.

. LMK sebagai instansi terkait dapat membuat suatu website yang berisi data
dan informasi terkait seluruh karya cipta yang didaftarkan, lalu pada website
tersebut, dapat dimasukkan informasi tentang total jumlah pengguna selama
kurun waktu 1 tahun, dan LMK juga harus membantu memudahkan musisi
yang ingin mendaftarkan karya ciptanya. Sehingga semua hal yang
berurusan dengan LMK terintegrasi.

. Pemerintah juga dapat melakukan pendekatan yang lebih muda; melakukan
mediasi tentang Undang-Undang Hak Cipta, serta peraturan lainnya lewat
medium yang mudah diakses oleh seluruh orang: sosial media. Nampaknya
saat ini urgensi untuk hal tersebut sangat dibutuhkan karena perkembangan
musisi yang ingin berkarir di industri musik semakin pesat, yang dimana
harus diiringi juga oleh bekal ilmu untuk melindungi karya ciptanya sendiri;
dan

. Dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum, masyarakat
Indonesia pun harus paham hukum apa saja yang berlaku ketika mereka
memliki sebuah karya cipta, termasuk pengelolaan royalti. Hal tersebut
dianggap masih kurang terlaksanakan melihat masih banyak masyarakat
Indonesia, terutuama musisi independen yang tidak tahu menahu soal
industri musik. Hal tersebut akan menjadi sebuah resiko yang besar serta
berkepanjangan karena Indonesia ditegakkan oleh hukum positif, dan

industri musik kita pun dilindungi.
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